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KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan rasa syukur atas Rahmat 

Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya 

sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin  Tahun 2020-

2024 ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan  

untuk Meningkatkan Pelayanan  Kekarantinaan di pintu 

masuk negara dengan menjabarkan  tujuan dan sasaran 

strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan 

kegiatan. 

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, telah 

dilakukan Revisi I untuk penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan dan 

menilai relevansi komponen rencana aksi dengan perkembangan kebijakan organisasi dan 

tata laksana, kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan di pintu masuk Negara. 

Dokumen ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan dan evaluasi setiap tahunnya 

agar dapat sejalan dengan perkembangan kesehatan dan kebijakan pembangunan 

kesehatan yang ditetapkan setiap tahunnya. 

Kami mengharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat 

dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya 

penyakit dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai 

di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.  

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-

2024 ini, semoga buku ini bermanfaat dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja 

Tahunan Satuan Kerja.  

 

Banjarmasin,  12 Agustus 2021 

Plt. Kepala Kantor,  

 

 

H. Basuki Rahmat, S.KM., MM. 

NIP. 197004141991031003 
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II 

BANJARMASIN 

NOMOR : HK.02.03/ I / 2072/ 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN  

 

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN 

 
Menimbang  : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024, perlu disusun 
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 
Banjarmasin; 

b. Bahwa Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagaiman 
butir a tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 4287); 

 

  2. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); 
 

  3. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 
Nomor  144,    Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5063); 
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  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun  
2010010Tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja Dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 
 

  6. Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2015     tentang 
Kementerian  Kesehatan  (Lembaran-Negara   Nomor   59 
Tahun 2015); 

 

  7. Peraturan  Presiden  nomor  72  tahun  2012  tentang 
Sistem Kesehatan Nasional; 

 

  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024; 
 

  9. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

 

  10. Keputusan           Menteri           Kesehatan           Nomor 
375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 

 

  11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Peraturan            
Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 
tentang Perubahan atas 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 

 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

KELAS II BANJARMASIN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN 

TAHUN 2020-2024 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 

II BANJARMASIN. 

 

Pertama : Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang mengalami penyesuaian 

merupakan Dokumen perencanaan  Program  Pencegahan  dan  

Pengendalian Penyakit di tingkat Satuan Kerja selama lima 

tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin untuk mencapai 

target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024); 
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Kedua : Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin tercamtum dalam Lampiran I 

dengan disertai Matrik Rencana Kinerja dan Pendanaan 

sebagaimana Lampiran II; 

 

Ketiga : Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin digunakan sebagai   salah satu 

pedoman bagi seluruh penanggungjawab pengelola program dan 

pelaksana program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja; 

 

Keempat : Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin digunakan sebagai   salah satu 

pedoman penilaian laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; 

Kelima : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 

 

 

     Ditetapkan di : Banjarmasin 

     Pada Tanggal : 09 Agustus 2021 

PLT. KEPALA KKP KELAS II 

BANJARMASIN 

 

 

 

 

H. BASUKI RAHMAT, S.KM., MM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan 

periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 

2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di 

mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara 

dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income 

Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan 

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.  

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun  2020-2024 yaitu 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia 

menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, 

terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program 

kesehatan yang bersifat preventif dan promotif  salah satunya adalah Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk 

mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan 

upaya kekarantinaan. 

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun 

Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program 

(RAP) dan Eselon II atau satuan kerja  menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).  
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B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1. Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Hasil pencapaian program ini dalam upaya mencapai sasaran strategis 

yang telah ditetapkan yaitu Sasaran Strategis I : Kabupaten/kota yang melakukan 

pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan 

respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB 

dengan indikator kinerja kegiatan :  

a. Jumlah Alat Angkut Sesuai Dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 sebanyak 67,220 sertifikat (104 %). Apabila 

dibandingkan dengan tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tercapai 

290 %, kemudian menurun pada tahun 2016 tercapai 100 %, kemudian 

meningkat kembali tahun 2017 menjadi 249 %. Pada tahun 2018 menurun 

menjadi 108 %. Indikator ini mengalami fluktuatif tetapi tercapai > 100 % setiap 

tahunnnya dan kondisi ini sangat ditentukan oleh peningkatan jumlah kouta 

ekspor sumber daya alam (batu bara) daerah Kalimantan Selatan, penetapan 

target volume output kegiatan telah mengikuti kebijakan perencanaan 

kegiatan, namun perkembangan pasar penjualan batu bara mempengaruhi lalu 

lintas alat angkut, peningkatan kerjasama perdagangan antara indonesia 

khususnya propinsi kalimantan selatan dengan beberapa negara tetangga, 

pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang terus dipacu dalam 

pemerintahan sekarang, dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru dalam 

rangka percepatan pembangunan daerah Kalimantan Selatan.  

 

b. Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB Dan Bencana 

Di Wilayah Layanan KKP 

Capaian kinerja hingga tahun 2019 ditemukan 6 kasus (150%). Apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2015-2017 tercapai 100 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 

2018 menjadi 125 %. Indikator ini mengalami fluktuatif tetapi tercapai > 100 % 

setiap tahunnnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh Makin luasnya informasi 

kepada masyarakat tentang jenis dan fasilitas pelayanan yang dapat diberikan 
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oleh KKP, telah terbentuknya jejaring kerja yang kuat dengan pengelola 

program atau fungsional epidemiolog kesehatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk sinyal kewaspadaan dini kasus KKM dan optimalisasi 

SDM Epidemiolog pada semua wilayah kerja untuk melaksanakan kegiatan 

walaupun saat ini belum sesuai dengan analisis beban kerja. 

 

c. Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk Dan Keluarnya 

Penyakit 

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai 2,489 sertifikat / laporan (106%). 

Apabila dibandingkan dengan sebelumnya mengalami penurunan. Pada tahun 

2015 tercapai 85 %, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 125 %, 

menurun pada tahun 2017 menjadi 120 %, kemudian menurun kembali tahun 

2018 menjadi 112 %. Indikator ini mengalami fluktuatif tetapi tercapai > 100 % 

setiap tahunnnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh Masih banyaknya jumlah kapal 

dari luar negeri yang datang dalam rangka memfasilitasi barang impor-ekspor 

yang didominasi oleh batu bara, pesawat yang datang dari luar negeri di 

wilayah kerja KKP Banjarmasin adalah pesawat yang membawa Jemaah haji, 

dimana pesawat yang datang yang langsung dari Arab Saudi hanya 2 

pesawat, sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan, tersedianya 

anggaran yang cukup dan sarana prasarana yang memadai, koordinasi dan 

peningkatan jejaring kerja dengan lintas sektor dan program, kebijakan lalu 

lintas pesawat dari luar negeri belum berjalan secara kontinyu dan tersedianya 

SDM yang telah mengikuti karantina laut  

 

d. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 8 pelabuhan / bandara 

(100 %). Apabila dibandingkan dengan sebelumnya setiap tahun 2015-2018 

tercapai 100 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh Tersedianya anggaran yang 

cukup dan sarana prasarana yang memadai, koordinasi dan peningkatan 

jejaring kerja dengan lintas sektor dan program, kerja sama untuk ketersediaan 

obat-obatan dan tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, 
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tersedianya SDM yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yaitu 

tenaga medis, paramedic, sanitarian dan surveilans. 

 

e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Yang Mempunyai Kebijakan 

Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Yang Berpotensi Wabah 

Capaian kinerja hingga tahun 2018 telah tercapai sebanyak 5 pelabuhan / 

bandara (100 %). Apabila dibandingkan dengan sebelumnya setiap tahun 

2015-2017 tercapai 100 %. Tahun 2019 tidak dilaksanakan karena target 

selama 5 tahun hanya 5 pelabuhan / bandara yang dilaksanakan 

penyusunan/simulasi dokumen kontijensi dalam rangka penanggulangan KKM. 

 

f. Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang 

Diterbitkan  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 20,882 sertifikat / surat 

izin (150 %). Apabila dibandingkan dengan sebelumnya mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 tercapai 85 %, kemudian meningkat pada tahun 

2016 menjadi 125 %, terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 120 %, 

kemudian mengalami peningkatan kembali tahun 2018 menjadi 142 %. 

Walaupun mengalami fluktuasi tetapi rata-rata tercapai > 100 %. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh Jumlah pelaku perjalanan internasional (jemaah umroh) yang 

diwajibkan untuk vaksin sebelum berangkat terus meningkat, perkembangan 

sarana dan prasarana yang semakin cepat dan mudah meningkatkan minat 

penumpang untuk menggunakan alat angkut seperti pesawat, tersedianya 

anggaran yang cukup dan sarana prasarana yang memadai, koordinasi dan 

peningkatan jejaring kerja dengan lintas sektor dan program, pengunaan 

teknologi dan system informasi berbasis online, dan peningkatan SDM dalam 

kekarantinaan kesehatan. 

 

g. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 8 pelabuhan / bandara 

(100 %). Apabila dibandingkan dengan sebelumnya setiap tahun 2015-2018  
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tercapai 100 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh Penetapan target volume output 

kegiatan sesuai dengan sasaran kegiatan, tersedianya anggaran yang cukup, 

sarana prasarana yang memadai, optimalisasi SDM yang terampil, terjalinnya 

kerja sama yang baik dengan para pengusaha tempat pengelolaan makanan, 

peningkatan koordinasi dengan otoritas pelabuhan/bandara dan instansi terkait 

melalui pertemuan, peningkatan pengetahuan terhadap pengusaha dan 

penjamah makanan melalui kegiatan pertemuan peningkatan sosialisasi dan 

pembinaan, terjalinnya kerja sama yang baik dengan para stake holder di 

pelabuhan dan bandara, peningkatan koordinasi pertemuan lintas sektor 

dengan otoritas pelabuhan dan bandara di induk dan wilker terkait jejaring 

kerja dan sosialisasi tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan, 

khususnya Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, peningkatan SDM 

pelaksana program sanitasi lingkungan di pelabuhan induk dan wilayah kerja 

dengan mengikuti pelatihan teknis dan makin meningkatnya komitmen 

bersama antara otoritas pelabuhan / bandara dengan pihak pengelola 

pelabuhan /bandara untuk mewujudkan pelabuhan dan bandar udara sehat.  

 

2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan 

Zoonotik 

Hasil pencapaian program ini dalam upaya mencapai sasaran strategis 

yang telah ditetapkan yaitu Sasaran Strategis II : Meningkatnya pencegahan dan 

pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic dengan inidkator kinerja kegiatan : 

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD  bebas vektor pada wilayah perimeter dan  

buffer area hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 8 pelabuhan / bandara (100 %). 

Apabila dibandingkan dengan sebelumnya setiap tahun 2015-2018 tercapai 100 

%. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam 

penyehatan lingkungannya berupa kader kesehatan lingkungan jumantik di 

Wilayah Kerja Pelabuhan dan atau Bandara, konsultasi teknis ke Direktorat PTVZ, 

koordinasi intensif lintas sektor di lingkungan pelabuhan, P2B2 Provinsi,  dan 

Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupate, melakukan kerjasama dengan Loka 

Litbang P2B2 Tanah Bumbu dalam rangka pelaksanaan survey vektor dan  
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binatang pengganggu di wilayah kerja, peningkatan SDM pelaksana program 

pengendalian vektor di wilayah kerja, pengadaan Alat dan Bahan Operasional 

penunjang tupoksi Pengendalian Risiko Lingkungan 

Walaupun telah mencapai 100%, masih terdapat permasalahan yang 

memerlukan perhatian, antara lain yaitu : keterbatasan tenaga pelaksana yang 

berkompeten dalam bidang pengendalian vektor di wilayah kerja  dan kurangnya 

ketersediaan sarana / alat transportasi dengan specifikasi khusus dalam pengendalian 

vektor di terminal khusus di wilayah kerja. 

 

3. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

Hasil pencapaian program ini dalam upaya mencapai sasaran strategis 

yang telah ditetapkan yaitu Sasaran Strategis III : Menurunnya penyakit menular 

langsung dengan indikator kinerja kegiatan : Jumlah orang yang melakukan 

skrining penyakit menular langsung hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 980 

orang (123 %). Apabila dibandingkan dengan sebelumnya terjadi peningkatan dan 

penurunan tetapi masih tercapai > 100 %. Pada tahun 2015-2017 tercapai 100 % 

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 180 %. Hal ini di 

pengaruhi oleh penetapan target volume output kegiatan sesuai dengan sasaran 

kegiatan, tersedianya anggaran yang cukup dan sarana prasarana yang memadai, 

tersedianya tenaga medis, paramedis dan analis kesehatan yang mampu 

melaksanakan kegiatan, komitmen pengelola program seluruh wilayah kerja 

walaupun dengan SDM yang terbatas dan koordinasi dengan Lintas Sektor dan 

Lintas Program sehingga kegiatan mendapat dukungan dari Komisi 

Penanggulangan AIDS Propinsi Kalimanatan Selatan dan Dinas Kesehatan 

Propinsi Kalimantan Selatan. 

 

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 

 Kegiatan ini hingga tahun 2019 dilaksanakan dalam upaya mencapai 

sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu Sasaran Strategis IV : Meningkatnya  
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Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator kinerja kegiatan :  

a. Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya  

Capaian kinerja hingga tahun 2015-2019 tercapai sebanyak 40 dokumen atau 

100 %. Hal ini disebabkan dokumen yang disusun merupakan dokumen utama 

dalam akuntabilitas kinerja dan jalannya organisasi. Selain itu dipengaruhi oleh 

Seluruh dokumen sebagai hasil pengelolaan dukungan manajemen 

merupakan dokumen wajib yang diperlukan dalam organisasi, tersedianya 

anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan 

kegiatan dan tersedianya SDM yang mampu melaksanakan kegiatan 

 

b. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 228 unit (108 %). 

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan tetapi 

tercapai > 100 %. Pada tahun 2015 tercapai 114 %, kemudian tahun 2016 

mengalami penurunan tetapi tercapai 100 %, tahun 2017 mengalami 

peningkatan menjadi 113 %, terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 125 %. 

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh Tersedianya anggaran yang cukup untuk 

pengadaan sarana prasarana, terdapat SDM pelaksana yang bertugas sebagai 

pejabat pengadaan, dukungan dari pengelola program dan pimpinan dalam 

proses pengadaan dan komitmen bersama pengelola program kegiatan berjalan 

sesuai ROK, RPK dan RPD. 

 

c. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P  

Capaian kinerja hingga tahun 2019 tercapai sebanyak 5 jenis pelatihan (250 

%). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Pada 

tahun 2015-2017 tercapai 100 % dan tahun 2018 meningkat menjadi 200 %. 

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh Pemenuhan SDM berkualitas sebagai 

modal pendukung pelaksanaan tupoksi subbag tata usaha dalam suatu 

organisasi, adanya kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan 

kapasitas SDM satuan kerja, tersedianya anggaran yang cukup dan tuntutan 

perkembangan teknologi dan informasi dalam tata kelola pelaksanaan kegiatan. 
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  KKP Kelas II Banjarmasin merupakan Unit Pelasana Teknis Kementerian 

Kesehatan yang berlokasi di daerah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas 

pokok dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan  Menteri Kesehatan  

RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya 

penyakit, penyakit potensial, wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, 

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta 

pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, 

bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Banjarmasin 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kekarantinaan. 

2. Pelayanan pelayanan kesehatan. 

3. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat  negara. 

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, 

dan penyakit yang muncul kembali. 

5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia 

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit 

yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional     

7. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan 

matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk. 

8. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

9. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya. 

10. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara. 
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11. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

12. Pelaksanaan jejaring kerja  dan kemitraan bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

13. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan 

surveilans kesehatan pelabuhan. 

14. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan 

lintas batas darat negara. 

15. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP. 

 

 Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam 

mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna 

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka 

yang sebelumnya menurut Peraturan  Menteri Kesehatan  RI No. 

2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, telah dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Kantor  

Kesehatan  Pelabuhan  yang  baru,  sehingga  struktur organisasi Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin terdiri dari :  

1. Sub  Bagian Administrasi Umum 

2. Instalasi  

3. Wilayah Kerja 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 
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STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam menjalankan tugas  pokok dan fungsi  Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banjarmasin, hingga saat ini telah didukung dengan potensi sumber daya, 

sarana dan prasarana yang cukup memadai baik untuk pelaksanaan pada kantor 

Induk maupun Wilayah Kerja. 

 

a. Sumber Daya  Manusia 

 Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan 

awal Tahun 2020 di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 72 orang dan Tenaga Honorer 

berjumlah 36 orang. Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan 

dan beban kerja KKP Kelas II Banjarmasin masih sangat kurang.  

 Apabila berdasarkan jabatan, untuk jabatan struktural sebanyak 5 orang, 

jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 22 orang dan jabatan fungsional umum 

(JFU) sebanyak 45 orang. Untuk jabatan fungsional tertentu (JFT) terdiri atas 1) 

Dokter Muda sebanyak 1 orang, Epidemiolog Kesehatan Muda sebanyak 3 orang, 

 

KEPALA 

 

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

UMUM 

 

INSTALASI 
KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

1. Epidemiolog 

2. Sanitarian 

3. Entomolog 

4. Dokter  

5. Perawat 

WILAYAH KERJA 

1. Kotabaru 

2. Batulicin 

3. Satui 

4. Tanipah / Kintap 

5. Bandara Syamsudin Noor 
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Epidemiolog Kesehatan Pertama sebanyak 4 orang, Epidemiolog Kesehatan 

Penyelia sebanyak 2 orang, Epidemiolog Kesehatan Mahir sebanyak 2 orang, 

Sanitarian Muda sebanyak 3 orang, Sanitarian Penyelia sebanyak 1 orang, 

Sanitarian Terampil sebanyak 1 orang, Sanitarian Mahir sebanyak 2 orang, 

Entomolog Kesehatan Muda sebanyak 2 orang dan Pranata Laboratorium 

Penyelia sebanyak 1 orang. Untuk jabatan fungsional umum (JFU) terdiri atas : 

Dokter sebanyak 3 orang, Epidemiolog Kesehatan Ahli sebanyak 7 orang, 

Epidemiolog Kesehatan sebanyak 1 orang, Perawat sebanyak 9 orang, Sanitarian 

Ahli sebanyak 3 orang, Sanitarian sebanyak 3 orang, Entomolog Kesehatan Ahli 

sebanyak 2 orang, Entomolog Kesehatan sebanyak 1 orang, Pranata 

Laboratorium Kesehatan sebanyak 2 orang, Asisten Apoteker sebanyak 1 orang, 

Perencana sebanyak 2 orang, Bendahara sebanyak 2 orang, Analis Keuangan 

sebanyak 1 orang, Analis BMN sebanyak 1 orang, Analis Kepegawaian Ahli 

sebanyak 1 orang, Analis Kepegawaian sebanyak 1 orang, Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa sebanyak 1 orang, Pengelola BMN sebanyak 1 orang, Arsiparis 

sebanyak 1 orang, Pengadministrasi Keuangan sebanyak 2 orang, 

Pengadministrasi Umum sebanyak 1 orang dan Pengemudi sebanyak 1 orang. 

 Berdasarkan pangkat dan golongan ruang terdiri aras IV.b sebanyak 1 

orang, IV.a sebanyak 5 orang, III.d sebanyak 16 orang, III.c sebanyak 12 orang, 

III.b sebanyak 14 orang, III.a sebanyak 16 orang, II.d sebanyak 7 orang dan I.d 

sebanyak 1 orang. 

 Sedangkan, berdasarkan pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 4 orang, S1 

sebanyak 41 orang, D3 sebanyak24 orang, SLTA sebanyak 2 orang dan SLTP 

sebanyak 1 orang.  

 Kondisi kekuatan personil di Wilker saat ini masih sangat terbatas apabila 

dibandingkan tugas pokok dan fungsi KKP yang harus dilaksanakan, sehingga 

memerlukan  pemenuhan  SDM  akan  kegiatan  berjalan  dengan  baik.  Jumlah 

personil Wilker Bandara Syamsudin Noor (international) sebanyak 11 orang, 

Wilker Kotabaru (bandara dan pelabuhan) sebanyak 5 orang, Wilker Batulicin 

(bandara dan pelabuhan) sebanyak 3 orang, Wilker Satui (pelabuhan) sebanyak 3 

orang, Pelabuhan Khusus Sei Putting sebanyak 2 orang dan Pelabuhan Khusus 

IBT Mekar Putih sebanyak 1 orang. 
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b. Sarana dan Prasarana 

 Sarana prasarana merupakan salah satu potensi yang mendukung dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehata Pelabuhan. Sarana 

prasarana baik terkait gedung dan bangunan yang terdiri atas kantor Induk seluas 

1,329 M2, kantor Wilker Kotabaru seluas 96 M2, kantor Wilker Batulicin seluas 170 

M2, kantor Wilker Satui seluas 210 M2, kantor Wilker Kintap seluas 207 M2, 

kantor Wilker Bandara Syamsudin Noor seluas 210 M2.  

 Untuk kendaraan bermotor terdiri atas Mobil Ambulance sebanyak 6 unit, 

Mobil Quarantine Boarding sebanyak 2 unit, Mobil Pengendalian Vektor sebanyak 

6 unit, mobil operasional 2 unit, motor operasional sebanyak 3 unit dan motor 

lapangan sebanyak 4 unit. 

 Peralatan dan mesin lainnya hingga saat ini telah tersedia peralatan 

kesehatan, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. 

Beberapa kondisi peralatan dan mesin telah mengalami penurunan fungsi dan 

belum dapat diakukan pergantian karena adanya kebijakan moratorium belanja 

modal untuk pemenuhan kebutuhan belanja asset tertentu. 

 

C. ISU STRATEGIS 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai Unit 

Pelaksana Teknis yang berkantor di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki 

peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, 

antara lain : 

1. Perkembangan teknologi dan pasar global mengakibatkan intensitas lalu lintas 

alat angkut yang semakin tinggi  dan  cepat,  membuat jarak antar negara 

seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga 

mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit 

menular. Kondisi tersebut perpengaruh terhadap risiko penularan penyakit 

secara global. 
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2. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas 

keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang 

transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap 

kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular 

baru (new emerging diseases), maupun  penyakit menular lama yang timbul 

kembali (re-emerging diseases). 

3. Ancaman penyakit emerging disease dan re-emerging disease merupakan 

dampak negative dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan 

dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, 

social budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara 

atau daerah. 

4. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan 

kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) 

di pintu masuk negara dengan semua stake holder dan instansi terkait lainnya 

dengan adanya berbagai fenomena di wilayah Kalimantan Selatan antara lain 

: peningkatan lalu lintas orang yang melakukan perjalanan international atau 

ibadah umrah, tingginya volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari 

luar negeri, dan adanya pertumbuhan industri dan tambang di kawasan 

Kalimantan Selatan yang mengakibatkan lalu lintas para ekspatriat  dan para 

pekerja asing melalui bandara. 

5. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan dan 

pengendalian penyakit dengan BBTKL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

6. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelayanan kesehatan dan 

kekarantinaan kesehatan di wilayah pelabuhan dan bandara di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

D. LINGKUNGAN STRATEGIS  

Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalsel dan Kota Banjarmasin dalam penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji. 

Kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Wilayah kerja 

dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah. Kerjasama  
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denganlintas sektor di pelabuhan dan bandara dalam pelayanan kekarantinaan 

kesehatan lainnya. 

Kesadaran  yang  semakin  tinggi  dari  operator  bandara  dan pelabuhan 

dalam menciptakan wilayah bebas vektor pes. Kesadaran masyarakat semakin  tinggi  

dalam  ikut serta pencegahan penyakit DBD. Bandara dan pelabuhan merupakan 

tempat-tempat umum yang potensial  untuk  transfer  vektor  dan  penyakit  malaria  

dari berbagai daerah. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya 

pengawasan dan pemberantasan vektor. 

Semakin bertambahnya jumlah Tempat Penjual Makanan (TPM) di pelabuhan 

dan bandara. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan. Belum semua 

penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi. Kebutuhan terhadap air 

bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas di 

pelabuhan dan bandara. Tuntutan  terhadap  kualitas  air  bersih/air  minum  semakin 

meningkat.  

Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat 

menciptakan rasa nyaman dan menjamin bebasnya TTU dari media penularan 

penyakit. Tuntutan yang semakin tinggi bagi pengguna pelabuhan / bandara akan 

terciptanya TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan.  Isu  tentang  pencapaian  

pelabuhan  dan  bandara  sehat  sudah menjadi isu bersama dan bukan hanya 

masalah kesehataan saja.  Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam 

menciptakan kawasan pelabuhan dan bandara sehat. 

Pengembangan Sistem Informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik 

dengan adanya website www.kkpbanjarmasin.or.id, media sosial, youtube yang 

berguna sebagai media informasi ke publik. 

Disisi lain, pemberlakuan perdagangan bebas mengakibatkan arus globalisasi 

semakin  meningkat,   hal ini ditandai  dengan  banyaknya   barang-barang   luar  

negeri yang  masuk, meningkatnya arus  alat  angkut   dan  penumpang    dari  dan  ke  

luar negeri, ditambah dengan  semakin  majunya  perkembangan   IPTEK terutama  

dalam transportasi  dan  telekomunikasi  sehingga   seolah-olah dunia makin sempit 

dan tanpa batas. Namun dengan meningkatnya berbagai kemajuan dan 

perkembangan  tersebut   disatu   sisi  membawa dampak   yang   positif,  disisi   lain 

membawa   dampak   yang  negatif  dalam  bidang  kesehatan   masyarakat terutama 
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dalam penularan penyakit dan meningkatnya kasus  penyakit  tidak  menular  serta 

menurunnya   kualitas  lingkungan. 

Ancaman   global  yang  kita hadapi  yaitu  pandemi COVID -19 yang berasal 

dari Wuhan – China dan  dan telah masuk ke Indonesia pada Tahun 2020 

mengakibatkan kematian yang cukup tinggi di atas  3% dengan segala keterbatasan 

fasilitas yang dimiliki. Selain itu, ancaman lainnya yang bepotensi masuk ke  Indonesia   

yaitu New  Emerging   Diseases dan Emerging  Diseases  yaitu  munculnya   strain  

mikroba  baru sebagai    akibat    resistensi    antibiotika,     serta    perilaku    

masyarakat     yang   tidak mendukung    pola  hidup   sehat,   antara   lain   HIV/AIDS,    

IMS,   DHF,   Japanese    B Encepalitis.   Penyakit   yang  dianggap   bukan   masalah   

lagi,  saat  ini  muncul   atau berpotensi    muncul    kembali  (Re-Emerging     

Diseases)    diantaranya,     Pes,   TBC, Scrub-Typus. Penyakit-penyakit  tersebut  

yang disebabkan  oleh perubahan lingkungan dapat menimbulkan 

keresahan/gangguan  terhadap masyarakat internasional  (PHEIC).      Disamping      

penyakit-penyakit       tersebut     dunia     juga kemungkinan    terancam    dengan    

terjadinya    bioterorisme    akibat   perkembangan politik  dan kerusakan  lingkungan  

yang semakin  parah. 

Kantor   Kesehatan   Pelabuhan    sebagai   salah   satu   institusi   pemerintah 

yang    berada    di   garis    depan    dalam    menjaga    kedaulatan,     keamanan dan 

keselamatan bangsa Indonesia dari segi kesehatan masyarakat yang keberadaannya 

di pintu masuk Negara perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya serta  

profesionalisme.  

Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin 

cepat. Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC) semakin besar. Kasus-kasus penyakit yang tetap harus diwaspadai adalah 

merebaknya Mers Corona Virus dan Ebola Disease. KKP sebagai petugas kesehatan 

yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan 

dalam detect dan respons penyakit menular potensial wabah dan PHEIC. Keberadaan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin pada posisi  sebagai  pintu masuk (show 

window) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap alat angkut, ABK dan 

penumpang melalui pelabuhan laut serta pesawat, awak cabin dan penumpang melalui 

bandar udara baik di Pelabuhan Laut Banjarmasin, Pelabuhan Laut Kotabaru, 
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Pelabuhan Laut Satui, Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Laut Kintap/Tanipah, 

Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan Bandara Syamsir Alam Kotabaru. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin sebagai salah satu institusi yang 

keberadaannya di  lingkungan Bandara dan  Pelabuhan.  Kedua  lingkungan  tersebut  

merupakan  pintu  masuk  ke  suatu  negara/wilayah. Dalam  melaksanaan  kegiatan  

dan  tupoksi  untuk  melindungi  Iingkungan tersebut sebagai tempat masuk dan 

keluarnya penyakit PHEIC. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin tidak dapat 

berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan jejaring  kerja  dengan  lintas  program  

dan  sektor terkait,  baik dari  stakeholder, masyarakat pelabuhan, dunia usaha 

maupun mitra kerja lainnya. Adanya kerjasama dan jejaring kerja tersebut diharapkan 

tercipta koordinasi yang sinergis, berkelanjutan dan harmonis. Disamping dukungan 

dan kerjasama dengan unsur terkait di lingkungan pelabuhan dan bandara juga perlu 

adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi dari institusi  di luar bandara  dan 

pelabuhan. Karena terjadinya penularan penyakit dapat terjadi dari luar negeri, daerah 

lain maupun dari sekitar lingkungan pelabuhan dan bandara. Pengendalian  penyakit  

dan  penyehatan  lingkungan  di  pintu  gerbang negara   sebagai   salah   satu   pilar   

pembangunan   bidang   kesehatan,   perlu mencermati isu-isu stratregis, dinamika 

wilayah, pola penyebaran penyakit serta kecenderungan menurunnya kualitas 

kesehatan   lingkungan.     Beberapa   isu strategis tersebut antara lain : perubahan 

lingkungan, KLB, Bencana alam, pencemaran  lingkungan,  dinamika  kependudukan,  

keterbatasan   aksesibilitas, keterbatasan IPTEK dan legal aspek. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI 

 

A. VISI DAN MISI 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong 

Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: 

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, 

Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai 

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 

Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, 

dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya  

dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk 

penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian 

Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui upaya 

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, 

Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan 

kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai unit pelaksana 

teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit 

mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan melalui 

Kementerian Kesehatan. 

. 

B. TUJUAN 

Tujuan umum adalah dalam upaya mendukung tercapainya tujuan Kementerian 

Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian  penyakit  dan  pengelolaan  

kedaruratan  masyarakat. terselenggaranya  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  
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dan  pengelolaan kedaruratan masyakat secara berhasil-guna dan berdaya-guna 

dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

di Pintu Masuk Negara. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah. 

2. Peningkatan Dukungan  Manajemen KKP dalam rangka Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

 
 

C. SASARAN STRATEGIS  

Dalam upaya mencapai tujuan, perlu ditetapkan Sasaran Strategis agar hasil 

pelaskanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau 

menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran 

strategis Tahun 2020-2024 yaitu : 

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai 

standar kekarantinaan kesehatan sebanyak 2,189,216. 

b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada 

orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 97 % 

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara sebesar 95 % 

 

2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator 

kinerja kegiatan sebagai berikut : 

a. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 85. 

b. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80 %. 

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93. 

d. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75. 

e. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80 %. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI 

 

A. ARAH KEBIJAKAN 

 

Arah kebijakan KKP Kelas II Banjarmasin adalah mendukung kebijakan dan 

strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan 

pemanfaatn teknologi, Adapun arah kebijakan KKP Kelas II Banjarmasin upaya 

mewujudkan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah dan Meningkatnya tata kelola manajemen KKP pada Tahun 2020-2024 

sebagai berikut :  

1. Penguatan dan Pemantapan Pelaksanaan Regulasi dan Prosedur Kegiatan 

2. Penguatan  Deteksi Dini dan Respon Terhadap Penyakit dan Faktor Risiko di 

Pelabuhan dan Bandara 

3. Penguatan Akuntabilitas Dalam Upaya Mewujudkan Reformasi Birokrasi. 

4. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

5. Penguatan Sinergisme, Kolaborasi dan Integrasi Lintas Program 

6. Penguatan Kerjasama dengan Lintas Sektor dan Swasta Dalam Pelaksanaan 

Kekarantinaan Kesehatan.  

7. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

8. Penguatan Sarana dan Prasarana  

9. Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kekarantinaan Kesehatan 

 

D. STRATEGI  

Mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka KKP Kelas II 

Banjarmasin telah menetapkan strategi untuk mendukung strategi program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada 

strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi 

kegiatan sebagai berikut : 

 



 

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 - 2024 |  

 

 
23 

 

1. Peningkatan Mekanisme dan Re-Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kegiatan 

2. Perluasan Cakupan Deteksi Dini  Penyakit dan Faktor Risiko 

3. Peningkatan  Respon Kejadian Penyakit dan Faktor Risiko 

4. Peningkatan Inovasi Dalam Deteksi Dini dan Respon Penyakit Serta Faktor Risiko 

5. Peningkatan Pengendalian Risiko Lingkungan Secara Lebih Efektif 

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

7. Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Dalam Administrasi Dan Pelayanan 

8. Peningkatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

9. Peningkatan Komunikasi dan Advokasi Lintas Sektor dan Lintas Program 

10. Peningkatan Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor Dan Program 

11. Penyusunan Formasi Kebutuhan CPNS ASN dan Pengangkatan Tenaga Non 

ASN. 

12. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Administrasi dan 

Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan 

13. Peningkatan Pengelolaan System Informasi Administrasi dan Layanan 

Kekarantinaan Kesehatan 

14. Peningkatan Distribusi Logistik dan Manajemen 

 

 
E. KERANGKA REGULASI 

 
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. 

Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. 

Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi 

yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai 

aspek perlindungan yang kuat.  

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga 

diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang dibuat 

oleh satuan Kerja sebagai dasar tambahan atau pengganti regulasi yang belum 

ditetapkan oleh pusat. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu 

dalam pelayanan. Regulasi yang telah ditetapkan pusat yang menajdi acuan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP sebagai berikut : 
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1. Undang – Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular; 

2. Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

3. Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

4. Undang - Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

6. Undang – Undang RI  Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dan Umrah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan 

Wabah Penyakit Menular; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan; 

9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 

12. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 136/PMK.02/2014 tanggal 11 Juli 2014 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negera / Lembaga; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah 

Kesehatan Jemaah Haji; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Sertifikasi Vaksinasi International; 

15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya 

Tahun Anggaran 2020; 

16. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No. 50 tahun 2017  tentang  Standard  Baku  

Mutu  Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan 

Binatang Pembawa Penyakit dan Pengendaliannya; 
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17. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi 

Kapal; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 /Menkes/Per/VIII/2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji ; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman 

Standarisasi Sumber daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan 

Hygiene Sanitasi Jasaboga; 

25. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang 

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman 

Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 tahun 2017 tentang Standard Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene 

sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua , dan Pemandian Umum; 

30. International Health Regulation 2005. 

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis  KKP Kelas II Banjarmasin memiliki  

beberapa kebutuhan regulasi tambahan antara lain :  
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1. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Kapal di 

Pelabuhan 

2. Regulasi atau SOP dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang dan Pesawat di 

Bandara 

3. Regulasi atau SOP Pengawasan Faktor Risiko Masa Pandemi 

4. Regulasi atau SOP Verifikasi Fasyankes yang akan dan Memperpanjang 

Pelayanan Vaksinasi International  

5. Regulasi atau SOP Pengawasan Pelayanan Vaksinasi International di Fasyankes 

6. Regulasi atau SOP Pengendalian Risiko Lingkungan Masa Pandemi 

7. Regulasi atau SOP Pemeriksaan Akhir di Embarkasi 

8. Regulasi atau SOP Penyelenggaraan Asrama Karantina Kesehatan 

9. Regulasi atau SOP Pengendalian Gratifikasi 

10. Regulasi atau SOP Pengaduan Masyarakat 

11. Regulasi atau SOP Pengawasan WhistBlowing 

12. Regulasi atau SOP Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 

13. Regulasi atau SOP Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan 

14. Regulasi atau SOP Pengelolaan Keuangan 

15. Regulasi atau SOP Pengelolaan BMN 

16. Regulasi atau SOP Penyusunan Laporan 

17. Regulasi atau SOP Pengumpulan Data 

18. Regulasi atau SOP Monitoring dan Evaluasi 

19. Regulasi atau SOP Pengelolaan Arsip 

20. Regulasi atau SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 
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BAB IV 

TARGET KINERJA, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Memperhatikan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 

Banjarmasin Tahun 2020-2024, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan 

Strategi sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka  target kinerja dan 

kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-

2024.  

 

A. TARGET KINERJA 

Target kinerja dalam Rencana Aksi Kegiatan merupakan sasaran kinerja yang 

akan dicapai setiap tahun mulai tahun 2020 dan berakhir tahun 2024. Target kinerja ini 

merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan 

dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan dievaluasi setiap tahun hingga tahun 

2024. Pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID -19 sehingga mengakibatkan adanya 

perubahan dan perbedaan antara indikator kinerja kegiatan tahun 2020 dan 2021, 

seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan  

Tahun 2020 dan 2021 

No Uraian 
Semula 
(2020) 

Menjadi 
 (2021 Awal) 

Menjadi 
 (2021 Revisi I) 

Keterangan 

1 
Sasaran 
Strategis 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk Negara 
dan Wilayah 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

Meningkatnya Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah Penguatan Peran dan 

Fungsi KKP di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah 

Meningkatnya tata 

kelola manajemen 

KKP 

Meningkatnya dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis 
lainnya pada Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

2 
Indikaktor 
Kinerja 
Kegiatan 

Persentase tingkat 
kepatuhan 
penyampaian laporan 
keuangan 

Nilai indikator 
kinerja 
pelaksanaan 
anggaran 

Nilai indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran 

Kebijakan relaksasi 
IKPA Tahun 2020, 
sehingga indikator 
dilakukan perubahan 
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Adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan 

tersebut di atas mengakibatkan perubahan pada target kinerja yang akan dicapai 

hingga Tahun 2024 seperti pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2024 

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan  

Peningkatan Pelayanan 

Kekarantinaan Kesehatan di 

Pintu Masuk Negara dan 

Wilayah. 

 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk 

Negara dan 

Wilayah 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 

2,189,216. 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan sebesar 97 % 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk 

negara sebesar 95 % 

Peningkatan Dukungan  

Manajemen KKP dalam 

rangka Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Pada Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

Meningkatnya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya pada 
Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

4. Nilai kinerja  anggaran sebesar 85.. 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 

93 %. 

6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75. 

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 

20 JPL sebesar 80 %. 

 

Target kinerja atau sasaran kinerja yang ditetapkan tersebut telah melalui 

pertimbangan trend realisasi layanan, isu strategis dan prediksi kebijakan pencegahan 

dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara. Adapun perbandingan penetapan 

target kinerja pada Tahun I (2020) hingga Tahun V (2024) sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Perbandingan Target Berdasarkan  

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 
2020 

Target 
2024 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di Pintu 
Masuk Negara dan 
Wilayah 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 
barang dan lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan kesehatan 

1,001,644 2,189,216 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu 
masuk yang dikendalikan pada orang, 
alat angkut, barang dan lingkungan 

90% 97% 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk Negara 

80% 95% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 
2020 

Target 
2024 

2 Meningkatnya 
dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya pada 
Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit 

4. Nilai kinerja  anggaran 80 85 

5. Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan keuangan 

80% - 

6. Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran 

- 93 

7. Kinerja implementasi WBK satker 70 75 

8. Persentase peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL 

45% 80% 

 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin telah menetapkan indikator 

kinerja kegiatan berdasarkan sasaran strategis dan indikator output kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 

dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumlah Masyarakat yang Dilayani Dalam Pelayanan  Kesehatan haji 

sebanyak 5000 orang. 

b. Jumlah Masyarakat yang Dilayani dalam Pelayanan Kesehatan di 

pelabuhan/bandara/lintas batas sebanyak 2,029,282 orang 

c. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandara sebanyak 500 

layanan. 

d. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus sebanyak 100 layanan. 

e. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan sebanyak 24 layanan. 

f. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD sebanyak 38 layanan. 

g. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Pes sebanyak 65 layanan. 

h. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare sebanyak 21 layanan. 

i. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit DBD sebanyak 90 layanan. 
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j. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Malaria sebanyak 12 layanan. 

k. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Diare sebanyak 28 layanan. 

l. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS sebanyak 5 

layanan. 

m. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Deteksi terduga TBC sebanyak 10 layanan. 

n. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan sebanyak 2 layanan. 

o. Jumlah Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit ke Publik dalam 

Layanan Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut sebanyak 2 layanan. 

p. Jumlah Alat dan Bahan Kesehatan sebanyak 3 paket. 

q. Jumlah Peningkatan Kualitas SDM sebanyak 50 orang. 

 

2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator 

kinerja kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan untuk Gaji dan Tunjangan 

sebanyak 12 layanan. 

b. Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan untuk Operasional dan 

Pemeliharaan sebanyak 12 layanan. 

c. Jumlah Perencanaan Penganggaran Internal yang dilaksanakan sebanyak 2 

layanan. 

d. Jumlah Layanan Umum yang dilaksanakan sebanyak 1 layanan. 

e. umlah Layanan Sarana Internal yang dilaksanakan sebanyak 1 unit/paket. 

f. Jumlah Layanan SDM yang dilaksanakan sebanyak 72 orang. 

g. Jumlah Layanan Hukun yang dilaksanakan sebanyak 1 layanan. 

h. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola yang dilaksanakan sebanyak 1 

layanan. 
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i. Jumlah Layanan Kehumasan dan Protokoler yang dilaksanakan sebanyak 1 

layanan. 

j. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan yang dihasilkan 

sebanyak 19 laporan. 

k. Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Negara yang dihasilkan sebanyak 4 

laporan. 

Penetapan indikator tersebut di atas sangat menyesuaikan dengan 

perkembangan kebijakan program setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan reviu dan 

perubahan agar relevan dengan kondisi dan kebijakan yang ditetapkan pusat. 

 

B. KEGIATAN 

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator 

Kinerja Kegiatan, maka perlu ditetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

sehingga seluruh target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai pada Tahun 2024. 

Untuk mencapai Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan 

Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, kegiatan yang akan dilakukan 

berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : 

1. Jumlah pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar 

Kekarantinaan Kesehatan, kegiatan yang dilakukan :  

a. Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara 

b. Uji Resistensi Insektisida 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Vektor dan Sanitasi 

Lingkungan 

d. Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog 

e. Keikutsertaan dalam Pelatihan Pengendalian Vektor dan BPP 

f. Keikutsertaan Pelatihan pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan 

g. Tempat- Tempat Umum (TTU) 

h. Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat 

i. Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat 

j. Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi   

k. Pelayanan Kesehatan Embarkasi  
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l. Pelayanan Kesehatan Debarkasi 

m. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang 

n. Pelayanan Kesehatan 

o. Peningkatan Kualitas SDM Pengendalian Faktor Risiko pada Alat Angkut, 

Orang dan Barang. 

p. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan 

q. Pengadaan Alat/Bahan Pengendalian Faktor Risiko 

r. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP 

s. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan 

t. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 

u. Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC 

v. Layanan Pemeriksaan P3K kapal 

w. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus 

x. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 

y. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC di Wilayah Kerja KKP 

z. Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan 

penerbitan ICV 

aa. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan 

penerbitan ICV 

 

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, 

Alat Angkut, Barang dan Lingkungan, kegiatan yang dilakukan : 

a. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko pada Stuasi Khusus dan KLB 

b. Penyelidikan Epidmiologi Faktor Risiko pada Stuasi Khusus dan KLB 

c. Penyehatan Lingkungan melalui Pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas 

air, makanan, limbah, udara,sanitasi gedung/bangunan. 

d. Pelayanan Rujukan dan Respon Cepat 

e. Refreshing Tim TGC dalam Rangka Kesiapsiagaan Menghadapi KKM 

f. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang 

g. Pengelolaan Limbah Medis  

h. Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi International dan Poliklinik di 

Pelabuhan/Bandara 
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i. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC 

j. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut 

k. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan 

l. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan Rectal 

Swab 

m. Surveilansi Migrasi Malaria 

 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, kegiatan yang 

dilakukan : 

a. Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi  

b. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi KKM 

c. Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM 

d. Simulasi / Table Top Exercise Penanggulangan KKM 

 

Sedangkan untuk mencapai Sasaran Strategis II : Meningkatnya dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-

masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : 

1. Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan :  

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor (Pengendalian Vektor dan Ambulance) 

b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

d. Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan 

e. Pengadaan Lahan Kantor Wilker Kotabaru dan Batulicin 

f. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Induk, Wilker 

Kotabaru dan Batulicin 

g. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 

h. Penyusunan E-Planning 

i. Penyusunan Dokumen RKAKL 

j. Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan dokumen Perencanaan dan 

Anggaran dan Revisi Anggaran 

k. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 
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l. Penyusunan Laporan E Monev Penganggaraan melalui Aplikasi DJA 

m. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006 

n. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 

o. Pertemuan Evaluasi dan Pelaksanaan Program P2P 

p. Penyusunan Laporan Indikator RAK 

q. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja 

r. Mengikuti Evaluasi SAKIP 

s. Penyusunan Profil dan Media KIE 

t. Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai 

u. Layanan Mutasi Kepegawaian 

v. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif 

w. Pengelolaan Rumah Tangga 

x. Pengelolaan Kantor BERHIAS 

y. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

z. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

aa. Desiminasi/promosi Informasi kegiatanmelalui penyusunan Media KIE 

bb. Mengikuti Pameran Bidang Kesehatan di Wilayah Provinsi Kalsel 

cc. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 

dd. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 

ee. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

 

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan, kegiatan yang 

dilakukan : 

a. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan 

b. Mengikuti Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan 

Semester I dan II Satker di level KPPN, KPKNL, Wilayah dan Pusat. 

c. Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP 

d. Mengikuti Pertemuan Konsultasi Pengelolaan PNBP Tingkat Pusat 

e. Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

f. Penyelesaian Laporan hasil Pemeriksaan  

 

3. Kinerja implementasi WBK satker, kegiatan yang dilakukan : 

a. Melakukan Invetarisasi Dumas dan Melaporkan ke Pusat 
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b. Melakukan Pengelolaan UPG 

a. Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS 

b. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 

c. Implementasi Budaya Pelayanan Prima 

d. Penyusunan dan Reviu Analisi Beban Kerja, Peta dan Informasi jabatan 

e. Penyusunan / Monev SOP AP UPT 

f. Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker SBK, Penguatan dan 

pendampingan Assessment Penilaian Satker WBK/WBBM 

g. Reviu Data Klasifikasi UPT 

 

4. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, kegiatan yang 

dilakukan :  

a. Peningkatan Kompetensi Pegawai 

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa 

 

 
C. KERANGKA PENDANAAN 

 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan bersumber 

dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendanaan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang 

masih tertumpu pada APBN untuk mencapai target indikator program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

Namun, rencana ke depan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 

Wilayah Kalsel dapat dilakukan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel 

dan BBTKL PP Banjarbaru serta skema Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan yang berada di wilayah pelabuhan dan bandara.  

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan kegiatan pelayanan kekarantinaan 

kesehatan di pintu masuk Negara dan peningkatan kegiatan tata kelola manajemen 

KKP Tahun 2020 – 2024. 

Peningkatan pendanaan kegiatan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu 

masuk Negara melalui dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan peningkatan peran 
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Pemerintah Daerah dan Swasta untuk meningkatkan peran dan fungsi KKP dalam 

cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara di wilayah Provinsi Kalsel melalui 

optimalisasi kegiatan pengawasan faktor risiko, pengendalian risiko lingkungan, 

peningkatan SDM, pengadaan sarana dan prasarana kekarantinaan. Sedangkan 

peningkatan pendanaan tata kelola manajemen KKP melalui dukungan dana dari 

Pemerintah Pusat untuk optimalisasi pelayanan dukungan manajemen, peningkatan 

SDM, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. 
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Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2020 -2024 
(dalam juta) 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Alokasi Anggaran 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

Jumlah pemeriksaan orang, 
alat angkut, barang dan 
lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan kesehatan  

1,001,644 1,808,639 1,998,906 2,074,135 2,189,216 2,978,750 3,352,341 2,577,680 2,678,850 2,778,950 

Persentase faktor risiko 
penyakit dipintu masuk yang 
dikendalikan pada orang, alat 
angkut, barang dan 
lingkungan 

90% 95% 97% 97% 97%      

Indeks Pengendalian Faktor 
Risiko di pintu masuk negara 

80% 90% 95% 95% 95%      

2 Meningkatnya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya pada 
Program 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Penyakit 

Nilai kinerja  anggaran 80 83 85 85 85 13,369,996 13,611,198 19,234,415 14,610,300 15,560,350 

Persentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan 
keuangan 

80% - - - - -     

Nilai indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran 

- 93 93 93 93      

Kinerja implementasi WBK 
satker 

70 75 75 75 75      

Persentase peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 20 
JPL 

45% 60% 80% 80% 80%      

 
Total Anggaran 16,348,746 16,963,539 21,812,095 17,289,150 18,339,300 
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BAB V 

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 

 Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses 

kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar 

dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang 

berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, 

kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.  

Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target 

indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika 

ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.   

Pemantauan dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan dan 

merupakan hasil kegiatan dan penugasan di setiap staf, subbag/seksi secara 

berjenjang yang dilakukan melalui kegiatan rapat evaluasi bulanan atau  peninjauan 

langsung ke lapangan. 

 Penilaian Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Banjarmasin bertujuan untuk menilai keberhasilan Penyelenggaraan Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara. 

 Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap  hasil 

yang  dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan,  untuk  proses  

pengambilan  keputusan  apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, 

dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas 

dan efisensi pengelolaan program. 

 Penilaian kinerja kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin  dalam 

rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 

Pintu Masuk Negara dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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BAB VI 

P E N U T U P 

 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II 

Banjarmasin Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga mempunyai target kinerja yang 

telah disusun dan akan dievaluasi setiap tahun hingga akhir periode 5 tahun (2024) 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dapat 

digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar lebih dapat terukur, efisien dan 

efektif sesuai dengan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara Kementerian Kesehatan RI. 

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna 

dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam cegah tangkal penyakit  

berdasarkan komitmen nasional dan internasional. 

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi 

Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-2024 maka 

akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran 1 : 

 

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Penanggung Jawab 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan di 
Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 
barang dan lingkungan sesuai standar 
kekarantinaan kesehatan 

Kepala Seksi PKSE, 
Kepala Seksi UKLW, 
Kepala Seksi PRL 

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu 
masuk yang dikendalikan pada orang, 
alat angkut, barang dan lingkungan 

Kepala Seksi PKSE, 
Kepala Seksi UKLW, 
Kepala Seksi PRL 

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di 
pintu masuk Negara 

Kepala Seksi PKSE, 
Kepala Seksi UKLW, 
Kepala Seksi PRL 

2 Meningkatnya 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya pada 
Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit 

4. Nilai kinerja  anggaran 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran 

Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 

6. Kinerja implementasi WBK satker 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN 
sebanyak 20 JPL 

Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 

 

 

 

 

 



 

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 - 2024 |  

 

 

41 

Lampiran 2 : 

MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Definisi 
Operasional 

Cara Perhitungan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kekarantinaan 
di Pintu Masuk 
Negara dan 
Wilayah 

1. Jumlah 
pemeriksaan 
orang, alat 
angkut, barang 
dan lingkungan 
sesuai standar 
kekarantinaan 
kesehatan 

Jumlah 

pemeriksaan 

penafisan orang, 

alat angkut, barang 

dan lingkungan 

yang dilakukan 

dalam satu tahun 

Akumulasi jumlah pemeriksaan 

penapisan orang, pemeriksaan 

alat angkut sesuai standar 

karantina, pemeriksaan barang 

dan pemeriksaan lingkungan 

(TTU, TPM, air dan udara) 

1,001,644 1,808,639 1,998,906 2,074,135 2,189,216 

2. Persentase 
faktor risiko 
penyakit dipintu 
masuk yang 
dikendalikan 
pada orang, alat 
angkut, barang 
dan lingkungan 

Faktor risiko yang 

dikendalikan 

berdasarkan 

temuan pada 

pemeriksaan orang, 

alat angkut, barang 

dan lingkungan 

dalam satu tahun 

(pada indikator 

no.1) 

Jumlah faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

dibagi dengan jumlah faktor 

risiko yang ditemukan pada 

pemeriksaan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan dikali 

100% 

 

90% 95% 

 

97% 97% 97% 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Definisi 
Operasional 

Cara Perhitungan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

  3. Indeks 
Pengendalian 
Faktor Risiko di 
pintu masuk 
Negara 

Status faktor risiko 

di pintu masuk 

negara 

berdasarkan 

penilaian 

surveilans, 

karantina dan risiko 

lingkungan dalam 

satu tahun   

Akumulasi persentase target dan 
capaian:  
1. Kelengkapan data surveilans 
2. Sinyal SKD KLB dan Bencana 

yang direspon kurang dari 24 
jam, 

3. Penyusunan dokumen renkon 
yang baru (kumulatif dokumen 
renkon, tidak termasuk reviu) 
berdasarkan pintu masuk negara 

4. Indeks pinjal ≤ 1 
(pelabuhan/bandara) 

5. HI perimeter = 0 
(pelabuhan/bandara) 

6. Tidak ditemukan larva anopheles 
(pelabuhan/bandara) 

7. Kepadatan kecoa rendah 
(pelabuhan/bandara) 

8. Kepadatan lalat < 2 
(pelabuhan/bandara) 

9. TTU memenuhi syarat (titik) 
10. TPM layak higiene (titik) 
11. Kualitas air bersih memenuhi 

syarat (titik)  
 

Kesebelas persentasi parameter 
dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%  

80% 90% 

 

95% 

 

95% 95% 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Definisi Operasional Cara Perhitungan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

2 Meningkatnya 
dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya pada 
Program 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Penyakit 

1. Nilai kinerja  
anggaran 

Capaian keluaran kegiatan 

diukur dari realisasi Volume 

Keluaran (RVK) dan 

realisasi volume keluaran 

kegiatan (RIKK) dengan 

menggunakan formula rata 

geometrik 

Realisasi volume kegiatan / target 

volume kegiatan x realisasi indikator 

kegiatan / target indikator kegiatan  

80 83 85 85 85 

2. Persentase 
tingkat 
kepatuhan 
penyampaian 
laporan 
keuangan 

Kepatuhan satker dalam 
menyampaikan laporan 
keuangan dengan 
parameter jumlah dan 
ketepatan waktu upload 
dan rekonsiliasi 

Penilaian Persentase Tingkat 
Kepatuhan Penyampaian Laporan 
Keuangan  di hitung berdasarkan 
jumlah total skor pada tiap parameter 
yang di nilai dibagi dengan jumlah 
parameternya dikalikan dengan 
persentase maksimal 100% 
Catatan: 
Kecuali untuk pelaporan bulan Januari 
– Mei terdapat Kebijakan dari 
Kementerian Keuangan dilakukan 
upload di bulan Juni sesuai surat S-
537/PB/2020 Tentang Pelaksanaan 
Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA 
dan KPPN Tahun 2020. 

80% - - - - 

  

Nilai Indikator 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Penilaian Kinerja Om 
SPAN 

Perhitungan berdasarkan 11 indikator 
penilaian IKPA di Aplikasi Om Span  

- 93 93 93 93 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Definisi Operasional Cara Perhitungan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

  

3. Kinerja 
implementasi 
WBK satker 

Perolehan nilai implementasi 

menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja 

melalui penilaian mandiri (self 

Assesment) yang dilakukan oleh 

Satuan Kerja dengan 

menggunakan Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 

yang berlaku dan kemudian 

dilakukan evaluasi oleh Unit 

Pembina Sekretariat Direktorat 

Jenderal P2P. 

Nilai implementasi WBK Satker 

dihitung dari akumulasi Nilai 

Total Pengungkit dan Nilai Total 

Hasil 

 

 

70 75 75 75 75 

4. Persentase 
peningkatan 
kapasitas ASN 
sebanyak 20 
JPL 

Pengembangan kompetensi bagi 

ASN yang dilakukan paling sedikit 

20 (dua puluh) jam pelajaran 

dalam 1 (satu) tahun dan dapat 

dilakukan pada tingkat instansi 

dan nasional 

 

Jumlah ASN yang ditingkatkan 

kapasitas sebanyak 20 JPL 

dibagi jumlah seluruh ASN dikali 

100% 

45% 60% 

 

80% 

 

80% 

 

80% 
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